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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim 
memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa 
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara 
kekerasan yang mengakibatkan mati telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang 
termuat dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa 
1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (almarhum) dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. Terhadap sanksi pidana tersebut, majelis hakim dalam 
pertimbangannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah dan 
memenuhi unsur-unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” 
serta ditemukannya alat bukti sah berupa berupa Keterangan Saksi, alat bukti surat 
berupa Visum et Repertum dan Keterangan Terdakwa. 
 





This research aims to determine the consideration of the panel of judges to 
decide cases of persecution that resulted in death. The research method used is 
legal research. The approach used is the approach of law and case approach. 
Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is 
known that the consideration of the Panel of Judges of the Sleman District Court 
shall decide the case of violence which resulted in death has been in accordance 
and fulfilled the provisions contained in the provisions of Article 183 jo Article 
193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This can be proven by the 
imposition of criminal sanction imprisonment against Defendant 1 Eki Septian 
alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (deceased) with imprisonment for 6 (six) 
years and Defendant 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto with imprisonment for 2 
(two) years and the period of arrest and detention that had been served by the 
Defendants was deducted entirely from the imposed penalty. Against such 
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criminal sanctions, the panel of judges in its consideration states that the 
Defendants have been proven guilty and fulfill the elements of "openly and jointly 
using violence against the person who caused others to die" and the discovery of 
legal evidence in the form of Witness' letter proof of Visum et Repertum and 
Defendant's Statement. 
 
Keywords: Judge's Consideration, Persecution that result in death 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam konsepsi global, ketika suatu negara secara de facto maupun de jure 
menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat melalui kemerdekaan, pada saat 
yang bersamaan-pula lahirlah arah dan tujuan negara tersebut. Sebagai sebuah 
negara yang merdeka, Indonesia juga memiliki tujuan yang tercantum dalam 
alinea keempat pembukaan konstitusi dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) antara lain 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.1 
Sebagai tindak lanjut dari tujuan mulia Negara Republik Indonesia, salah 
instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan serta meberikan perlindungan 
tehadap kepentingan masyarakat tersebut adalah terciptanya penegakan hukum 
yang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (justice), kepastian hukum 
(legal certainty) dan kemanfaatan (expediency).2 
Dewasa ini, penegakan hukum dalam suatu negara menjadi salah satu 
indikator tercapainya tujuan utama berdirinya negara tersebut. Hukum menjadi 
tonggak utama harus dijunjung tinggi serta menjadi pedoman dasar disetiap sendi-
sendi aktivitas kehidupan bernegara. Indonesia sebagai salah satu Negara yang 
menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketentuan mengenai pengakuan tersebut 
                                                          
1 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hal. 144-
145. 
2 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial 
Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, hal. 181. 
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tersemat dengan rapi dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 
menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechsstaat).3 
Penting kiranya untuk diapresiasi mesikpun masih terdapat berbagai kendala 
dalam penegakan hukum di Indonesia, dinamika penegakan hukum tidak semata-
mata menunjukkan hasil yang nihil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 
perwujudan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dapat dilihat melalui 
keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(selanjutnya disingkat KUHAP) yang merupakan pedoman (guadience) yuridis 
dalam praktek (procedural) beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi 
terciptanya penegakan hukum yang mencerminkan unsur keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan. 
Sebagaimana disebutkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yakni “dalam 
KUHAP dijelaskan bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan 
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.4 
Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan 
penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya 
dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut 
hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa 
haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk 
membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan 
diperlukan adanya suatu pembuktian.5 
                                                          
3 Siswanto Sunarso, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika: Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, hal. 50. 
4 Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sapta Artha Jaya, hal. 7-8. 
5 M.Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 273-274. 
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Terkait dengan pembuktian dalam suatu tindak pidana didasarkan pada 
ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP yang pada 
pokoknya menyatakan perihal “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Serta perihal jenis alat bukti yang 
diatur dalam KUHAP meliputi keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, 
Petunjuk, keterangan Terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan. 
Lebih lanjut, salah satu dari sekian banyak perbuatan pidana yang diatur 
dalam KUHP adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut Mr. M.H. 
Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya membuat 
pengertian “penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu 
dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian 
(doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”6 
Mengacu pada ketentuan historis ketika merusmuskan ketentuan perihal 
tindak pidana penganiayaan, Pemerintah melalui Menteri Kehakiman 
merumuskan ketentuan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “(1) Setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan 
kepada orang lain, atau (2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
merugikan kesehatan badan orang lain.”7 
KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam 
ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling 
banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang 
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan 
                                                          
6 Chidir Ali, 1985, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana ,Bandung: 
Armico, hal. 83. 
7 Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil, Jakarta: Djambatan, hal. 71. 
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mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan 
disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan 
ini tidak dipidana”.8 
Terkait dengan pengaturan perihal tindak penganiayaan yang terlah penulis 
jabarkan tersebut, salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi dan menarik 
perhatian penulis adalah kasus penganiayaan yang berakibat kematian yang telah 
diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusan Nomor 
89/Pid.B/2015/PN.Smn. Dalam kasus tersebut, Terdakwa I yang bernama Eki 
Septian Als Pleki bin Agus Eko Supriyanto dan Terdakwa II yang bernama Fajar 
Rian bin Eka Yudianto pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 
20.00 WIB melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian 
terhadap korban Muhammad Ikhwanudin dengan cara Terdakwa I melayangkan 
pukulan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I 
menendang bagian pinggul korban sebanyak 1 (kali) hingga korban terpental yang 
kemudian oleh Terdakwa I menusukkan sebilah pisau yang diperoleh dari 
Terdakwa II terhadap korban hingga tidak berdaya (mati). Kemudian berdasarkan 
hasil Visum et Repertum Nomor 113/2014 tertanggal 10 Desember 2014 
menerangkan bahwa korban mengalami kematian yang diakibatkan oleh luka 
tusuk di bagian dada yang menembus hingga paru-paru bagian kanan. 
 
2. METODE  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi 
Pertimbangan Hakim memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP?  
Tujuan penelian ini adalah pertimbangan hakim memutus dan menjatuhkan 
sanski pidana terhadap Terdakwa pelaku penganiayaan yang berkaibat kematian 
disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori dan 
                                                          
8 Moeljatno, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakata: Bina Aksara, hal.150. 
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dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dalam bidang hukum pidana 
dan hukum acara pidana.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum (legal research). Peneltian hukum disebut juga penelitian normatif.9 
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus (case approach).10 Jenis bahan hukum dalam penulisan ini 
terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis 
bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. 
 
3. HASIL PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Memutus Perkara 
Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Sesuai Ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 
ayat (1) KUHAP 
Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian 
di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh 
Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 
didakwakan.11 
Terkait dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam suatu putusan, 
Hukum Acara Pidana Indonesia (dalam hal ini KUHAP) telah mengatur tata cara 
yang harus ditaati oleh Hakim sebelum mengeluarkan keputusannya. Mengutip 
pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa “Putusan Hakim adalah merupakan 
puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang 
hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 
keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan 
                                                          
9 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hal. 
95 
10 Ibid, hal 133. 
11 Ibid, hal. 273 
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yang dituduhkan kepadanya; keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan 
yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa 
bersalah dan dapat dipidana serta keputusan mengenai pidananya, apabila 
terdakwa memang dapat dipidana”.12 
Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa 
ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang 
termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Selain ketentuan di atas, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga 
menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 
Memperhatikan ketentuan di atas dalam kasus yang penulis teliti, majelis 
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN 
mengambil pertimbangan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan 
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan 
penuntut umum, majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara 
alternatif maka majelis mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan yang 
dipandang unsurnya berkesesuaian dengan fakta-fakta tersebut yaitu dakwaan 
Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah tertuju kepada 
orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta untuk 
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dihadapan hukum; 
                                                          
12 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas 
Diponegoro, hal. 74 
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan 
persidangan dua orang laki-laki sebagai terdakwa yang masing-masing bernama 
Terdakwa 1 EKI SEPTIAN ALIAS PLEKI, Terdakwa 2 FAJAR RIAN PASA 
yang masing-masing identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sebagai identitas dirinya sehingga 
tidak terjadi error in persona atas diri terdakwa; 
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi; Unsur “Dengan terang 
terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain 
atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, Menimbang, bahwa yang 
dimaksud dengan secara terang-terangan di muka umum adalah menunjuk tempat 
di mana publik dapat melihatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira jam 
19.30 WIB bertepat di Jalan Laksda Adisucipto Sambelegi Kidul Maguwoharjo, 
Sleman tepatnya didepan SPBU dekat bandara Adisucipto Terdakwa 1 dan 
Terdakwa 2 anggota perkumpulan suporter PSS Sleman yang tergabung dalam 
komunitas BCS “Bushwackers". Bersama-sama dengan suporter PSS yang lain 
melakukan aksi penghadangan bus suporter PSCS Cilacap. 
Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 korban Muh. Ikhwanudin 
meninggal dunia sesuai dengan hasil I Visum Et Repertum Nomor: NO.113/2014 
tertanggal 10 Desember 2014 (terlampir dalam berkas) yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F dokter pada RSUD DR. 
SARDJITO dengan kesimpulan: 
Sebab kematian karena luka tusuk pada dinding dada yang menembus otot 
dada, paru kanan, saluran nafas atas kanan hingga dinding dada dalam bagian 
belakang, sehingga terjadi perdarahan dalam rongga dada dan menyebabkan 
adanya gangguan proses pernafasan, akibat kekerasan tajam. 
Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan 
Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama 
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menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang mengakibatkan mati 
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, 
sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; 
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 
KUHAP yang intinya menyatakan bahwa jika terdapat cukup bukti Majelis Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang jika tidak didukung dengan 2 
(dua) alat bukti yang sah serta keyakinan di mana dalam kasus yang penulis teliti 
Majelis Hakim telah membernarkan bahwa dalam persidangan telah terdapat 2 
(dua) alat bukti yang sah yakni berupa Keterangan Saksi, alat bukti surat berupa 
Visum er Repertum dan Keterangan Terdakwa oleh Karena itu ketentuan yang 
termuat dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi. 
Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 aya (1) KUHAP yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan harus menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa yang bersalah di mana dalam kasus yang penulis teliti berupa Putusan 
Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN tertanggal 21 Mei 
2015 dengan Terdakwa 1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (alm) 
dan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan 
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang 
mengakibatkan orang lain mati” dan pidana penjara kepada Terdakwa 1 selama 6 
(enam) tahun dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis meyimpulkan bahwa pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus „penganiayaan yang menyebabkan 
mati‟ telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 jo Pasal 193 




Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara 
kekerasan yang mengakibatkan mati telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang 
termuat dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut 
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dapat dibuktikan dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa 
1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (almarhum) dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. Terhadap sanksi pidana tersebut, majelis hakim dalam 
pertimbangannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah dan 
memenuhi unsur-unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” 
serta ditemukannya alat bukti sah berupa berupa Keterangan Saksi, alat bukti surat 
berupa Visum et Repertum dan Keterangan Terdakwa. 
4.2 Saran 
Pertama, Kepada para Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tinggi dalam memutus suatu perkara hendaknya lebih teliti dan jeli 
agar masyarakat secara umum dan Terdakwa/Terpidana secara khusus dapat 
merasakan keadilan dalam berperkara. 
Kedua, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya haruslah 
didasarkan pada fakta dan realitas yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana dan 
hendakanya lebih selektif dalam menilai hasil dari proses penyeledikan dan 
penyidikan yang telah dilakukan agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan. 
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